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RINGKASAN

Tesis ini didasarkan pada penelitian mengenai sengketa hubungan kerja
yang sering terjadi antara pekerja dan pengusaha. Perselisihan perburuhan
dibedakan atas perselisihan hak dan perselisihan kepentingan. Kedua jenis
perselisihan itu dapat mengganggu ketertiban umum dan kepentingan negara.
.Oleh karena itu pemerintah membentuk suatu lembaga khusus yaitu Panitia
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4-D) dan Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan Pusat (P4-P) yang eksistensi dan fungsinya diatur dalam
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor |2 Tahun
1964 (Pemumtusan Hubungan Kerja)..

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis
dengan pendekatan Yuridis Normatif, dengan mengkaji norma-norma atau aturan-
aturan yang berlaku untuk melandasi penyelesaian sengketa hubungan kerja.

Pembahasan dilakukan dengan menganalisis Putusan P4-D Semarang
Jawa Tengah, P4-D Surabaya Jawa Timur yang mengungkapkan bahwa, sengketa
antara pekerja dengan pengusaha dapat mengancam buruh fterkena PHK
(Pemutusan Hubungan Kerja).

Upaya banding ke P4-P kemudian apabila tidak puas dapat melanjutkan
ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (banding administratif), bagi buruh
merupakan pemborosan waktu dan biaya. Oleh karena itu pada kenyataannya,
perlindungan hukum dan perlindungan majikan terhadap buruh di Indonesia
masth lemah.

Upaya untuk mengatasi penyelesaian sengketa hubungan kerja antara
buruh dan majikan dapat menggunakan Alternatif Dispute Resolution atau ADR,
yang merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Sistem ADR dapat dilakukan dengan cara Negosiasi, Mediasi dan

Konsiliasi. Hal int untuk mempercepatpenyelesaian sengketa tanpa merugikan
pihak-pihak yang bersengketa atauwin-win solution.
_ Di dalam Putusan P4-D Surabaya yang mengabulkan tuntutan pengusaha
untuk menjatuhkan PHK, kemudian putusan P4-P  pengusaha harus
memperkerjakan buruhnya, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara yaitu menangguhkan Putusan P4-P.

Peristiwa di atas menunjukkan bahwa Putusan P4-D, P4-P dan Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) tidak ada kesinkronan dalam putusannya.
Hal inmi menyebabkan bahwa pemrosesan di P4-D, P4-P dan PT.TUN
memperpanjang waktu yang mengakibatkan biaya tinggi.

Oleh karena itu hasil seminar tentang Penyelesaian Sengketa Perburuhan
di Jakarta, mengusulkan perlunya di bentuk Pcradilan Perburuhan, yang
diharapkan penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan secara sederhana, cepat dan
biaya murah.
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